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BMKG. Kalibrasi. Peralatan Pengamatan.
Pelaksanaan. Tata Cara Tetap. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62, Pasal
63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1),
Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1),
Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1),
Pasal 73, dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu
menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi
Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan
Geofisika Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi,
Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sudah tidak

sesuai lagi dengan struktur kelembagaan Badan
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Mengingat

Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika sehingga perlu
dilakukan penyesuaian,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan
Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara,
dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala

Badan;

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5304);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5516) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208,



10.

11.

12.

13.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5579)

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pengenaan Tarif (Nol Rupiah) Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan
Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis
dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan
Stasiun Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika No. 16 Tahun 2014 tantang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;
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14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA
TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN
PENGAMATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, yang  selanjutnya  disebut Peralatan
Pengamatan adalah peralatan mekanik maupun
elektronik dengan teknologi yang sederhana sampai
dengan yang tercanggih yang digunakan untuk
mengamati unsur meteorologi, klimatologi,dan geofisika.

2. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana atau
peralatan pengamatan dengan melakukan perbandingan
antara penunjukan suatu alat ukur dengan nilai suatu
standar yang diketahui dan tertelusur.

3. Petugas Kalibrasi adalah orang yang
berkompetenmelaksanakan Kalibrasi.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

S. Deputi adalah Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,
Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.

6. Pusat adalah unit kerja eselon II di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang

memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kalibrasi.
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7. Kepala Balai Besar adalah Kepala Balai Besar
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

8. Kepala Stasiun adalah Kepala Stasiun Meteorologi,
Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika di lingkungan

BMKG dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi
Kalibrasi Peralatan, Alat Standar, Permohonan dan
Pelaksanaan Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Sertifikat dan
Surat Keterangan, Persyaratan Akurasi dan Ketertelusuran,
Petugas Kalibrasi, Laporan Pelaksanaan Kalibrasi,

Kerusakan Peralatan, Manajemen Peralatan, dan Pembinaan.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan
pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga

adanya keseragaman pelaksanaan kalibrasi.

BAB III
KALIBRASI PERALATAN

Pasal 4
Untuk menjamin laik operasi, Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 5
Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
yang mengalami perbaikan, penggantian, dan/atau relokasi

wajib dilakukan Kalibrasi.



